
KEPUTUSAN KOMIST PEMILTHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 / PL.o2.7 -Kpt I s327 I WU -Kab I 1 / 2o2 t

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPiLiFi

DALAM PEMII,IHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMAI-ANG

TAHU}I 2O2C

KBTUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang bahu,a berdasarkan Pasal 13 huruf m Undang-

Undang Nomor I Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2Al4 l'r-rrtg;fig Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetepan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang lJomor I
Tahun 2O15 tentang Penetapan peraturan pernerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang Undang, Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang telah menetapkan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati pemalang Tahun 2O2O dengan
Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang;

SALINAN

KOT4ISI PEMILIHAN U!I!UM
KABUPATEN PEMALAI{G
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Mengingat

b. bahrva Lrntuk mclalsanakan ketentr-rirn Pasal 54 ayat

(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum l{omor 19

Tahun 202O tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Urnum llomor 9 Tahun 2Ol8 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan,/ 61ss Walikota dan
trr^ l-:l ,,,^t:t-^+^.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

Tahun 202O;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembcntukan Dacrah-Dacrah I(abupatcn Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia ?a_hun l95O lJomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor- 4801) sebagairnana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 1 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nornor 2 Tahun
2008 Tentang Partai politik (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Oll }lorncr g, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51g9);

3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 20Og tentang
Keterbukaan Informasi publik (L,embaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 2OOg Ncrncr 61, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang,Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan peraturaa perundang_undangal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
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elengan Ur-rdang-LJndang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang l{omor 12

Tahun 2Ot 1 tentang Pembentukan Peraturarr

Pcrundang-undangan (Irmbaran lJcgara Republik

Indorresia Tahun 2A19 Nomor 183, Tambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 2,3 Tahun 2014 tentang

Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik

Ir-rdonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan

Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcr.ibahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pcmcrin*,-ah Dacrah (Irmbaran Ncgara Rcpublik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2015

Nornor 5679);

6. Unciang-Undang i\iomor 1 Tahun 2AL5 i-enLang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomoi' 1 Tahun 2Ol4 tentang pcmilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota n.renjadi Unclang-

Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nega ra
Rcpublik Indoncsia Tahun 2A1S Nomo:. 5656)
sebagaimana telah beberapa kali rliuhah, ter.akhir
dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202O tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_

Undang Nomor 2 Tahun 2A2O |rcn'.ang pcrubahan

Ketiga atas Undang-Ur.rdang Nomor 1 Tahun 2015
tcntang Penctapan peraturan pemci-intah pcngganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubcrnur, Bupati dan Walikota mcnjadi
Unclang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2A2O Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O05 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5344);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2OO8 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 06 Tahun 20O8 tentang Susunan

organisasi dan Tata l.,eqa Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan

Umum Kabupaten,/ Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2417 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur <!an

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor g26) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2O2C

tentang Perubahan Keempat atas peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OlZ tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 980);
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1O. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2O18 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 19 Tahun 2C2O tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gutrernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darr/ atau

Walikota dan Wakil w-alikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

11. Perah-rran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2OL9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l
Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2olg
tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi pemilihan

Kabupaten/Ko16 ssgagaimana telah diubah dengaa
Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2020 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi
Pemilihan Kabupaten/ Kota;

12. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor l5 Tahun
2Ol9 tentang Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),
sebagaimana telah beberapa kali ctiubah, terakhir
dcngan Pcraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas peraturan
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Komisi Penrilihar-r Umum Nomor 15 Tahun 20'l 9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/ atar: Walikota dan Wakil Walik-ota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
,020 Nomor 615);

13. Pera turan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Pelalsanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona I,fr'nts 2O19

(COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Ta-hun

2020 Nomor 71 6) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 202O tentang Perubal-ran

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pen-rilihan

Gubcmur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Scrcntak l,anjutan Dalam Kondisi Bcncana Nonalam

Corona Virus 2Ol 9 (COVID- 19);

14. Keputusan Komisi Pcmilihan Umum Kabupatcn

Pemalang Nomor l0O/PP.01.2-Kpt/3327/KpU-

Kab/I){/2OI9 tcntang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadu.al Penyelenggaraan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabulraten Pemala-ng Nornor 2A3lpL.A2_
Kpt/3327 /KPU-Y,ablYt/2O2O tentang pcrubahan

Ketiga atas Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang Nomor IOO/pp.Ol.2_
Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2O19 tentang pedoman

Tcknis Tahapan, program dan Jadwal
Penl.elenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2O2O;
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Memperl-ratikan

Menetapkan

KESATU

1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 165/PAN.MK/OLl202l tanggal 20

.Ianuari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-

Gub/Kab/Kot Tahun 2O2l Yang Diregistrasi di

Mahkamah Konstitusi.

2. Surat Komisi Pcmilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 60/PL.O2.7-SD/03/KPU ll/2021 tanggal 20

Januari 2O2l pcrihal Pcnctapan Pasangan Calon

Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.

3. Keputusan Komisi Pcmilihan Umum Kabupatcn

Penralang Nomor 1488/PL.O2.6-Kptl3327|KPU-

Kab /Xll / 2O2O tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati tlan

Wakil Bupati Pemalang Tahun 2O2O;

4. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dari setiap Kccamatan di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 202O (Model D.Hasll Kabupaten/Kota-
r(wKl.

5. Bcrita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupatcn

Pemalang Nc,mor 5|PL.O2.7-BA|A327 lKpU-
I(.ab /l /2021 tentang Penctapan pasangan Calon

Bupati dal Wakil Bupati Terpilih dalarn pemilihar.r

Bupati dan Wakil Bupati Pcmalang Tahun 2C2O.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN

PASANGAN CALON BUPATI DAIY WAKIL BUPATI
TERPILTI DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2020.

Menetapkan Pasatrg.an Calon Bupati clan Wakil Bupati
Tcrpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2020, Nomor Umt 2 (clua) MUKTI
AGt ItG WIBOWO, ST.,M.Si dan MAIYSIIR HIDAYAT,
ST, dengan perolehan suara sebanyak 3BS.9OS (tiga
,.afl..s tlga puluh delapan 

"tbu *fi.bilon nat;rts
Ilmcf suara atau 45,360lo lempat puluh limq koma
tlgah puluh endm persenf dari total suara sah
Kabupaten.

-7 -

jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang



-8-

KEDUA

KETIGA

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Tcrpilih periode Tahun 2O2l _ 2024.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkaa di pemalang

pada tanggal 2l Januari 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

IVIUSTAGHFIRIN
sesuai derlgan aslinl,a

KOMISI PEMILIHAN UMUM

..2.sr?i
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